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TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

Mengingat

. a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan

pertanggung jawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah  serta dalam rangka  meningkatkan dan
mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan yang bertujuan
meningkatkan kualitas laporan keuangan yang efektif, efisien,
akuntabel dan terintegrasi dalam suatu aturan pada Satuan Kerja
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
untuk Pejabat dan Petugas Pengelola Keuangan pada Satker
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
Tahun Anggaran 2026.

. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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182 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang
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Menetapkan

PERTAMA

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang
Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup  Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1727);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang
Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1549);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 472);

PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor
Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Petikan Bawaslu Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-
115.01.01.52.691791/2025 tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

: PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PETUGAS PENGELOLA

KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

: Mengesahkan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum di

kolom pada lampiran keputusan ini, sebagai Penanggungjawab
Pengelola Keuangan di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu
Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2026;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Pejabat/Petugas Pengelolaan Keuangan tersebut pada DIKTUM
KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2026;

. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
TA 2026 Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor
SP DIPA-115.01.01.52.691791/2025 tanggal 2 Desember 2025;

Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 2 Januari 2026 dengan
. ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Eka Kawuryan Danu Arti
NIP. 198303152009012003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, (BSSN).



Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 1/KU.01/JK-06/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

NAMA - NAMA PEJABAT/ PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO. NAMA JABATAN
1. Eka Kawuryan Danu Arti PPK Bawaslu Kota Jakarta Utara
2. Bachruddin Yusuf Oktaviandi PPSPM Bawaslu Kota Jakarta Utara
3 Ardiansyah Eka Sakti Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Jakarta
Utara
4, Martha Ariyani Situmorang PPABP Keuangan Bawaslu Kota Jakarta Utara

Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota

5. Marko Bastian Jakarta Utara

Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota

6. Rini Dwi Ningrum Jakarta Utara

7. Mochammad Aldino Sjahrul Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat KPA

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Eka Kawuryan Danu Arti
NIP. 198303152009012003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, (BSSN).



